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TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITASISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelnggaraan pemerintah yang baik guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan
publik wajib menetapakan standar pelayanan.

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Fakultas Psikologi UIN
Raden Fatah Palembang

c. bahwa sebagai perwujudannya periu diterbitkan Keputusan Dekan
Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5149),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 203);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);12. Peraturan Presiden R|
Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah
Palembang menjadi UIN Raden Fatah Palembang;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); dan
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 27 Tahun 2019 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1621).

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1495);

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementeriaan Agama;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal
padaKementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1494),

16. Keputusan Rektor Nomor 257 Tahun 2020 tentang pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi pada UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

KESATU : Cakupan Standar Pelayanan Publik Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang
dengan uraian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang,
’,_Qggq tanggal 23 Januari 2024
/s Dekan Fakultas Psikologi,

Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag
NIP. 197208242005012001

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang

2. Para Wakil Dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah;

3. Ketua Prodi Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah;

4. Kabag, Fungsional APK & Fungsional PTP Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah; dan
5. yang bersangkutan
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